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ABSTRAK
Nama : Devi Permata Sari
NIM  :02011181520011

Judul - Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan
Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015

Skripsi ini “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam
Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU U-
XII1/2015”. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah Ny. ike Farida scorang
warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing mengajukan uji
materiil tentang perjanjian kawin. Mengenai hak milik dan hak guna bangunan yang
ketika menjalani perkawinan tanpa ada janji pranikah menjadi hatta bersama

t
Gl v

saat
melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia hanya warga Negara Indonesia
vang memiliki hak milik dan hak guna bangunan. Untuk mengetahui itu timbul
permasalahan mengenai hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran serta
mengapa hakim mengabulkan wji materiil pasal tersebut. Adapun metodologi
penelitian yang digunakan dari pembahasan ini adalah penelitian normatif atau
penelitian hukum kepustakaan. Adapun hasil dari pembahasan ini adalah
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 yang berisi
mengabulkan uji materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengenai isi perjanjian kawin. Semula isi dari Pasal 29 sebelum adanya
putusan adaiah perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebefum perkawinan berlangsung,
sehingga harta vang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama.
Sedangkan setelah dikeluarkannya putusan tersebut menjadi perjanjian kawin dapat
dilakukan saat sebelum atau saat perkawinan sedang berlangsung. Oleh karena itu
perlu diketahui kepastian hukumnya serta perlindungan hukum bagi para pihak yang
membuat perjanjian kawin.

Kata Kunci : perkawinan, putusan hakim, hukum, undang-undang.

Indralaya, 2019
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan suami dan istri, sebagai sebuah ikatan lahir dan batin
keduanya harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mencapai kesejahteraan dalam hal ini disebut Perkawinan. Sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan
seseorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”!

Dalam hal tersebut dan dalam arti luas Perkawinan biasa disebut
sebagai Pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang
dilakukan oleh pihak suami istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada
sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang
muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.?

Tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kertuhanan

Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi

! Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2 Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian PerUndang-
Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013, him. 24.



Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, wa

rahmah. Sedangakan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari Perkawinan itu

sendiri antara lain®:

1.

2.

Melangsungkan keturunan;

Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya;

Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan;

Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab
menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-
sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;
Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan

syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi

seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil

merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan,

baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan

perkawinan.*

3 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, lhya' Ulumuddin, Beirut : Dar Al Fikr, him. 27-36.
4 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta :

FH-UI, 2004, him.21.



Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai 11
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu
sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu
tunggu bagi janda. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2
ayat (1) dan (2) : “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan syarat formil tersebut, Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang
dirumuskan, "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaaannya itu termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi
golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau
tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini."”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelskan bahwa tiap perkawinan
dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang — Undang
Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal
dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk kedalam

syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat

5 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, him. vii.



administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya
suatu perkawinan, maka Pasal ini dianggap kabur (Obscuur lible).°®

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan karena
pencatatan yang dimaksud oleh Pasal ini tidak ditegaskan apakah berdasarkan
pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya
perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan
masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau
tidaknya perkawinan yang dilakukan.’

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan
Keluarga, bahwa syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan
syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi
para pihak yang akan melangsungkan, sedangkan syarat ajektif merupakan tata
cara atau formalitas perkawinan yang diatur menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya.® Di Indonesia telah diatur sedemikian rupa
membahas masalah perkawinan ini, sehingga seharusnya masalah ini tidak
perlu lagi untuk diperluas, karena nantinya dapat berdampak kepada status

kewarganegaraan masing-masing individu.

6 Dio Permana Putra, 2015, Jurnal limiah Program Sarjana Universitas Brawijaya. "Makna Pasal 2 Undang
— Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif
Sejarah Dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010", him. 12.

" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015.

8 Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2016, him. 56-57.



Perkawinan Campuran di Indonesia, merupaka sebuah fenomena yang
tak asing lagi. Baik untuk suatu niat yang baik atau bahkan niatan lainnya.
Pengertian Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : ‘“Perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing
dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”®

Sebagaimana undang-undang yang berlaku, perkawinan campuran
yang dilakukan di Indonesia menurut undang-undang perkawinan harus
memenuhi syarat-syarat perkawinan. Mengenai syarat-syarat perkawinan
campuran diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahung 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa
syarat-syarat yang ditemtukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-
masing telah terpenuhi.”® Dengan kata lain untuk melakukan Perkawinan
Campuran terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dari perkawinan itu
sendiri, yang berkalu bagi masing-masing pihak baik itu dari pihak suami
maupun pihak istri.

Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang

memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, di mana di antara

9 Subekti dan Tjitrosudinio, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta, Tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Pekawinan, him. 555.
10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak
melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak
pakai, untuk membangun tempat tinggal.

Selain itu juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat
memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan
itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia.!
Dalam perjanjian perkawinan dapat di perjanjikan bahwa meskipun akan
berlaku percampuran kekayaan antara suami istri, beberapa benda tertentu
tidak akan termasuk dalam harta percampuran.

Dalam perkawinan campuran, dalam hal-hal tertentu masih berlaku
aturan hukum dari negara pihak warga Negara Indonesia, maupun hukum dari
pihak warga negara asing, sehingga sering terdapat ketidakpastian hukum.
Berbeda halnya apabila kedua belah pihak setuju untuk memilih salah satu
kewarganegaraan (baik warga negara asing maupun warga Negara Indonesia)
sehingga tidak akan terjadi suatu kekacauan hukum akibat dari berlakunya dua
sistem hukum yang berbeda, sebab hanya akan ada satu sistem hukum yang
mengatur mereka.

Akibat dari Perkawinan Campuran mengacu terjadinya “Conflict of
law” (Perselisihan Hukum). Hal ini dikarenakan Indonesia menjunjung tinggi
prinsip “nasionalitas”, perkawinan campuran juga berakibat hukum bagi anak

hasil perkawinan tersebut, karena berkaitan dengan status anak itu sendiri.

1 Gatot Supramono, Hukum Orang Asing Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 2.



Harta benda dalam perkawinan campuran juga menjadi salah satu akibat dari
adanya perkawinan campuran. Karena pembagian harta di Indonesia dibeda-
bedakan baik sumbangsih dari istri maupun suami. Karena secara yuridis
normatif, pembagian harta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum, dalam menanggulangi
masalah pertanahan khususnya terhadap hak atas tanah sejak tahun 1960
Pemerintah menghapuskan sistem dualisme yang sudah ada sejak Pemerintah
Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok Agraria. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
tersebut, maka terciptalah kesatuan hukum (unifikasi) di bidang hukum agraria
di negara ini, sehingga segala tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah
tanah harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 membawa
kabar baik bagi pasangan suami istri yang selama ini merasa diperlakukan tidak
adil karena hukum harta perkawinan sebagian dari sistem hukum perdata
ternyata tidak harmonis dengan sub sistem hukum lainnya, misalnya dengan
hukum pertanahan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Ketidakharmonisan ini menyebabkan tidak ada perlindungan hukum

bagi pasangan campuran yang membeli rumah (properti) dengan status tanah



hak milik (HM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan Pasal 20
ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan “Hak milik adalah hak
turun — temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria”.
Ketidakharmonisan tersebut juga membawa kemungkinan terjadinya
penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk
memiliki properti dengan status HM atau HGB dengan cara meminjam nama
perempuan Warga Negara Indonesiayang kemudian dinikahi oleh pria Warga
Negara Asing tersebut.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian
pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan asas kebebasan
berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau
tidak melanggar ketertiban umum. Hal tersebut dilindungi berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat
(2) di mana “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Bertolak pada ketentuan tersebut, hak kebebasan tidak mendapat
kepastian hukum akibat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E (ayat 2). Pasal 29
ayat (1), (2) dan (3) pada intinya berisi ketentuan yang mengatur perjanjian

perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.



Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahung 1974 tentang Perkawinan telah jelas tujuan utama Undang-Undang
Perkawinan adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional, yang di mana ini merupakan alat untuk membangun masyarakat yang
adil serta makmur dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya.

Keadilan merupakan suatu tonggak penyangga utama dalam
pembentukan undang-undang perkawinan. Oleh karenanya Pasal 9 ayat (2)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahung 1974 tentang
Perkawinan mengatur “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki
maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri
sendiri maupun keluarganya”.*2

Hal tersebut telah sejalan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
(“DUHAM?”) Pasal 17.1, Pasal 17.2 dan Pasal 30. Sedangkan Pasal 28H ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.!3

Artinya kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang

dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Serta apabila

menilik dan merujuk pada kenyataan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 (1) undang-

12 Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
13 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015, him. 13.



undang perkawinan memiliki pemaknaan yang berbeda dari yang dicita-
citakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan
bertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahung 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini disebabkan karena Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)
undang-undang perkawinan selalu dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahung 1974 tentang
Perkawinan yang mengatur “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama”, sehingga dianggap apabila warga negara Indonesia
yang kawin dengan warga negara asing membeli hak milik atau hak guna
bangunan, maka warga negara asing tersebut dengan serta merta dan seketika
ikut memiliki setengah bagian dari hak milik atau hak guna bangunan yang
dibeli oleh warga negara Indonesia tersebut.

Perjanjian Perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian
tertulis atas persetujuan bersama. Alasannya adalah dalam membahas
ketentuan “perjanjian perkawinan” tentang “harta bersama”, yang merupakan
salah satu bagian dari “harta benda dalam perkawinan”, harus diketahui
terlebih dahulu rumusan ketentuan “perjanjian perkawinan” dalam Undang —

Undang Nomor 1 Tahun 1974.
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Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menentukan saat perkawinan telah dilangsungkan, kedua pihak atas tujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak tersebut terikat. Perjanjian tersebut tidak dapat
disahkan bilamana telah melanggar batas-batasan hukum, agama serta
kesusilaan, dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut
tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua pihak telah setuju untuk mengubah
dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan
alam terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban negara untuk
mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di
seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Meskipun percampuran harta terjadi demi hukum,
tak berarti keadaan ini tidak bisa dihindari. Hukum positif memberikan jalan
keluar, yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang secara tegas
memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan.!* Dengan perjanjian
semacam ini, maka ada pemisahan antara suami dan istri.

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dalam Surat Nomor HAM2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari

2015, yang menyatakan : “Menurut Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa

14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

12



harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
sehingga di sini ada percampuran harta, dan suami yang berstatus Warga
Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta tersebut. Ketentuan ini,
dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat
sebelum perkawinan vide Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan”.*®

Kondisi hukum ini berlaku secara tanpa terkecuali bagi setiap Warga
Negara Indonesia (WNI), termasuk Warga Negara Indonesia yang kawin
dengan Warga Negara Asing (WNA)®, maupun Warga Negara Indonesia yang
melangsungkan perkawinan di luar Indonesia.'” Permasalahannya kemudian
adalah, percampuran harta yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing menyebabkan gugurnya hak dari Warga Negara
Indonesia yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel HM HGB
maupun HGU. Dengan kata lain subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat

Indonesia sepanjang yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi-

generasi terdahulu dan generasi yang akan datang.

Setelah menelaah permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida,
banyak multitafsir yang terjadi, sehingga menyebabkan sedikit banyaknya
merenggut hak-hak dasar Warga Negara Indonesia yang dijamin Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Status subjek hukum

15 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015. him. 14.
16 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
17 1bid, Pasal 57.



tersebut sangat menentukan status tanah yang dikuasainya. Hal ini berbanding
dengan sebelum undang-undang perkawinan, yakni status hukum tidak
memenuhi status tanah yang dikuasainya, orang Hindia-Belanda dapat

mempunyai hak milik adat.

Undang-undang perkawinan sudah sesuai dan sejalan dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terkait dengan permasalahan yang
dialami oleh pemohon, perlu untuk dipikirkan terkait instrumen hukum agar
dapat mengakomodir kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga
masyarakat tidak dirugikan secara materiil maupun immateriil. Karena
keluarnya putusan tersebut dapat berdampak pada kelangsungan hidup

masyarakat banyak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas penulis tertarik untuk menulis
dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah
dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, agar
mencapai sasaran penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah
ke dalam beberapa poin agar lebih terarah :
1. Bagaimana kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran pasca

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015?
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2. Apa pertimbangan hakim, terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam
perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI11/2015?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan
campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI111/2015.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan hak milik atas tanah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkuat, membina serta
mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agas skripsi ini
dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan
sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum
perdaya, sehingga nantinya mampu memenuhi rasa keingintahuan para pihak
yang ingin mendalami mengenai Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan

Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015

baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat luas.

2. Secara Praktis
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1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan
hukum perjanjian perkawinan dalam undang-undang
perkawinan maupun tanah dalam undang-undang perkawinan.

2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum,
seperti advokad, notaris, hakim mengenai hak kepemilikan atas
tanah pasca putusan dalam perkawinan campuran, sehingga
dapat menunjang tegaknya keadilan bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Permasalahan
Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang
berkaitan dengan Perkawinan, Hak Milik, Tanah melalui media elektronik
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015.
F. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam
menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu
penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar
penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.®
Adapun teori — teori yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Teori Hak Milik

18 Koentjaraningrat, Metode — Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia, 1990, him. 65.
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Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahung 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Hak
milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Kemudian
pada ayat (2) disebutkan “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain.” Selanjutnya disebutkan bahwa hak milik adalah hak terkuat
dan terpenuh, maksud dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwa di antara
hak-hak atas tanah, hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling
mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Hak milik sebagai
hak yang terkuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya berarti hak
milik tidak mudah dihapus dan lebih dapat dipertahankan dari gangguan
pihak lain.*®

Hak milik atas tanah di dalam undang-undang perkawinan termasuk ke
dalam konsep hak atas tanah yang bersifat primer. Sebagaimana yang
dimaksud adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai
secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu
lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.?°
Oleh sebab itu, Teori Hak Milik dipergunakan untuk mengetahui hak
kepemilikan atas tanah itu sendiri.

2. Teori Kepastian Hukum

19 Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, him. 60.
20 Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, him. 64.



Menurut Hans Kelsen, “Hukum adalah sebuah sistem norma.” Undang
— Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman
bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan
dengan sesama maupun dalam hubungan masyarakat.

Menurut Utrecht, “Kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu (1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, (2) Berupa keamanan
hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”?2

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis — Dogmatik
uang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, yang tak
lain hanya merupakan sekumpulan peraturan. Karena sifat umum dari
kepastian hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk
mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk
kepastian.?® Sehingga nantinya teori ini menjadi dasar untuk menentukan
hukum apa yang dipergunakan hakim dalam mengambil keputusan.

3. Teori Ratio Decidendi

2L peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Jakarta : Kencana, 2008, him. 158.

2 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, him. 23.

2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung
Agung, 2002, him. 82-83.



Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 Bab 1X Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah “argument atau
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang
menjadi dasar sebelum menentukan keputusan atau memutus perkara.”
Dalam beberapa definisi Ratio Decidendi adalah keputusan dewan hakim
yang didasari oleh fakta-fakta materi.?

Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan
mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus
tersebut.?® karena untuk sampai pada salah satu putusan itu hakim harus
menuliskan alasan-alasannya. Teori ini nantinya menjadi dasar
pertimbangan hakim mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI11/2015.

G. Metode Penelitian
Metodologi Penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada
di dalam suatu penelitian yaitu menjelaskan suatu tipe pemikiran yang nantinya
digunakan dalam penelitian dan penilaian, serta teknik yang umum bagi ilmu

pengetahuan dengan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.® Istilah

24 |.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris - Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003,
him. 475.

25 peter Mahmud Marzuki, Op.,Cit, him. 119.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press, 1984), him. 5.



“metodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke” tujuannya adalah
agar setiap penulisan dapat memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti.
Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria serta Kitab Undang — Undang Hukum Perdata.
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach).
Pendekatan perundang-undangan atau statue approach
adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani.?” Dalam hal ini penulis memilih
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang
Perkawinan, KHI, Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan
dengan penelitian.

b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, him. 93.
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
analisis, dimana penelitian ini merupakan seperangkat
ungkapan-ungkapan dan asusmsi kebahasaan yang dijadikan
sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam

menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan Penelitian ini, data dan sumber yang

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.?

a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Perdata

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Kompilasi Hukum
Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI111/2015 .

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya
para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum,
rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan

pembahasan penelitian ini.?°

2 |bid, him. 51.
2 |bid, him. 52.
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c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna
terhadap bahan hukum primer / sekunder yaitu, kamus hukum,

kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan — Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik
yaitu internet, serta untuk memperoleh data dari sumber ini
dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari data-data yang

telah ada.

. Teknik Analisis Bahan — Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan
melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder ke data
primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang
berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan
data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa
terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis dilakukan dengan:

a. Mengumpulkan bahan hukum vyang relevan dengan

permasalahan yang diteliti;

b. Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
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c. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep,

Pasal yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang berhasil di kumpulkan yaitu data sekunder,
kemudian diolah dan di analisa dengan menggunakan teknik
analisis metode deduktif kualitatif, yaitu dengan menguraikan
semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya
melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan
tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan

yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada.

Mengolah dan menginterpretasikan data sebagai acuan
untuk landasan berpikir guna mendapat kesimpulan dan saran, yang
dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang

dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang baik adalah dengan cara menyusun dan
menyajikan karya ilmiah tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan
skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, selanjutnya setiap bab terbagi atas
sub bab tersendiri. Sistematika ini merupakan keseluruhan dari isi dalam
skripsi ini, disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab. Rangkaian

dalam bab demi bab ini tersusun secara sistematis agar dapat memudahkan
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pemahaman akan tulisan ini serta agar tercapainya tujuan dari penulisan skirpsi

ini.

Penulisan skripsi ini akan diuraikan lebih jauh dengan menggunakan

sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB | :

BAB Il

BAB Il :

BAB IV :

PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian
penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian secara
mendalam tentang judul yang diambil.

PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang
dimuat dalam bab I dan juga teori — teori yang dijelaskan pada
bab II.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang

membuat tentang kesimpulan dan saran.
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